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Abstrak 
Sebagai tempat rencana pembangunan proyek strategis nasional, Pulau Rempang memiliki posisi 
penting apabila kita hadapkan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana salah satu nya ada memajukan 
kesejahteraan umum. Bahwa dalam tahap pembangunan sebagai proyek strategis nasional, perhatian 
utama diberikan pada komponen ketahanan ekonomi yang sangat dirasa penting untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, berbagai jenis 
pembangunan yang dilakukan secara massif oleh pemerintah sering menyebabkan konflik yang 
berakibat pada perlindungan hukum. Tulisan ini akan berfokus kepada kasus yang sedang terjadi di 
pulau Rempang terkait dengan kebijakan untuk merelokasi masyarakat setempat oleh pemerintah Kota 
Batam dikarenakan akan dibangunnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 
Batam yang dikenal sebagai Rempang Eco City. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan 
menggunakan Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual 
Approach) yang mana didapatkan hasil yaitu adanya kepastian hukum dari setiap tindakan hukum yang 
dilakukan pemerintah untuk melakukan relokasi kepada masyarakat di pulau Rempang Kota Batam 
yang dapat memberikan konsepsi, pandangan serta pemahaman baru terhadap kebijakan yang 
dilakukan pemerintah terkait Proyek Rempang Eco City ini. 
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Perlindungan Hukum, Rempang Eco City. 
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PENDAHULUAN 
Dalam salah satu bukunya yang berjudul Nomoi, Plato seorang filsuf terkenal dari Yunani 

menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik bergantung pada pengaturan (hukum) 
yang baik. Gagasan ini kemudian dipertegas oleh muridnya, Aristoteles yang mengemukakan 
gagasan Plato tentang negara hukum ini bahwa negara yang baik adalah yang memiliki 
konstitusi dan kedaulatan hukum. Dalam negara hukum, setiap operasi pemerintahan harus 
didasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur). Sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Indonesia ditetapkan sebagai Negara Hukum, dan sebagai akibatnya, segala bentuk 
pemerintahan harus diatur oleh hukum (Ridwan, 2018). 

Negara hukum Indonesia menegaskan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, 
bukan sebaliknya. Negara ini adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar 
kekuasaan negara. Substansi hukum digunakan sebagai alat yang mengikat dalam menjalankan 
kehidupan negara, pemerintahan, dan masyarakat di negara hukum. Situasi Indonesia sebagai 
negara hukum juga dipertegas dengan ungkapan yang dikemukakan Socrates terkait hukum 
dan negara dimana dia percaya bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral 
dan bahwa setiap orang harus mematuhi hukum meskipun hukum itu tidak adil (Hia, 2022). 
Situasi ini sangat tergambarkan dengan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, 
terutama terkait sengketa tanah atau lahan ketika pemerintah ingin membebaskan nya. 

Ada beberapa penyebab sengketa tanah di Indonesia, termasuk pendaftaran tanah yang 
tidak akurat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) (Ginting, 2021), perampasan tanah 
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(Jushendri, 2020), tindakan mafia tanah (Ginting, 2020), kelalaian manusia, lemahnya 
penegakan hukum, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang (Badri et al., 2018). 
Berbagai penyebab dari isu sengketa tanah yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya 
Konflik tentang hak kepemilikan tanah yang berasal dari hukum adat, termasuk prinsip 
rechtsverwerking.(Herawati, 2019) Beberapa permasalahan hukum ini membuat Indonesia 
sebagai negara hukum harus bisa memberikan regulasi hukum yang jelas guna menunjang 
perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah 
juga. 

Salah satu konsekuensi dari negara hukum adalah negara berkewajiban memberikan 
jaminan dan perlindungan terhadap seluruh warganya. Untuk mencapai perlindungan hukum 
ini, negara membentuk penegak hukum, yang berfungsi sebagai ranah netral dari kepentingan 
politik untuk menjembatani instrumen hukum yang dibuat lembaga resmi dengan warga 
negara. Penggusuran terhadap warga merupakan salah satu ranah yang paling banyak 
mendapat perhatian terkait status penegakan hukum dan perlindungan hukum ini. Di kota-kota 
besar di Indonesia, penggusuran paksa terjadi dengan alasan pembersihan dan pembangunan 
kepentingan umum lainnya (Arianto, 2011). Salah satu usaha penggusuran secara paksa yang 
belakangan sedang terjadi berada di Pulau Rempang, Batam. 

Proyek Rempang Eco City merupakan proyek yang terdaftar dalam Program strategis 
Nasional tahun 2023 yang mana aturan untuk proses pembangunannya tertuang dan dijelaskan 
dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 tahun 2023. Yang mana 
proyek tersebut merupakan proyek Kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi 
yang bertujuan untuk mendorong daya saing dengan dua negara tetangga yakni Malaysia dan 
Singapura yang digarap oleh PT. Makmur Elok Graha (MEG) dengan menargetkan investasi 
sebesar Rp. 381 Triliun. Sebagai bagian dari rencana Pembangunan Proyek Eco City rempang 
tersebut, pemerintah merelokasi warga terdampak yang berada di lokasi pembangunan pabrik 
kaca terintegrasi hasil Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group (Humas BP Batam, 
2023). 

Sebagai tempat rencana pembangunan proyek strategis nasional, Pulau Rempang 
memiliki posisi penting apabila kita hadapkan dengan tujuan negara. Dalam tahap 
pembangunan sebagai proyek strategis nasional, perhatian utama diberikan pada komponen 
ketahanan ekonomi yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh 
masyarakat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945, ayat 4 menetapkan tujuan tersebut. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, pemerintah harus menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, berbagai 
jenis pembangunan yang dilakukan secara massif oleh pemerintah sering menyebabkan 
berbagai masalah dalam perlindungan hukum ketika pemerintah dihadapkan pada kebijakan 
pengadaan tanah melalui mekanisme penggusuran pemukiman. Lebih khusus lagi, pemukiman 
yang terletak di wilayah yang ramai (Termorshuizen-Arts, 2010). 

Orang-orang yang tidak memiliki akses ke perlindungan hukum, seperti tidak memiliki 
dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah, akan dihukum oleh peraturan kebijakan 
penggusuran. Hal yang terjadi kepada beberapa kepala keluarga (KK) yang menolak untuk 
direlokasi dari berbagai kampung yang masuk dalam peta proyek strategis nasional ini. 
Terlepas dari fakta bahwa tanah yang telah menjadi tempat tinggal masyarakat telah menjadi 
lingkungan hidup mereka secara aktif dan terus menerus selama bertahun-tahun. Selain itu, 
warga telah dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan diberi identitas kependudukan 
sebagai anggota masyarakat setempat. Namun, bukti yang ada tidak memadai untuk 
memposisikan mereka dalam tawar menawar untuk mendapatkan kompensasi dan tempat 
tinggal yang layak (Nulhakim et al., 2020). 
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Sebelum terbentuknya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam (BP Batam), masyarakat lokal dan pendatang telah tinggal di Pulau Rempang 
selama beberapa dekade. Namun, penduduk pulau sebelumnya tidak memiliki sertifikat 
kepemilikan tanah. yang disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar wilayah pulau tersebut 
adalah wilayah hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(LKHK). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973, BJ Habibie 
memulai BP Batam pada Oktober 1971. Masalah Pulau Rempang menjadi makin pelik sejak 
2001, ketika pemerintah pusat dan BP Batam memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 
kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah ke PT. Makmur Elok Graha. Ini membuat 
masyarakat di daerah Pulau Rempang semakin tidak percaya dengan status kepemilikan lahan. 
Selain itu, komunitas nelayan yang telah tinggal di daerah tersebut selama bertahun-tahun 
memiliki akses yang sesuai untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan. Karena 
perusahaan penerima HPL belum masuk dalam mengelola lahan di Pulau Rempang, konflik 
lahan belum muncul pada saat itu. 

Namun, situasi menjadi semakin pelik pada tahun 2022 ketika investor mulai masuk 
untuk proyek besar yang disebut Rempang Eco City. Pulau Rempang direncanakan akan 
menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi dengan tujuan 
meningkatkan daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Salah satu proyek yang termasuk 
dalam Program Strategis Nasional 2023 adalah PT Makmur Elok Graha. Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pengembangan pembangunan Pulau Rempang 
atau yang juga disebut dengan Rempang Eco City sudah dipastikan akan masuk ke dalam 
proyek strategis nasional. Peraturan ini mengatur pembangunan dengan nilai investasi yang 
diperkirakan mencapai Rp. 381 Triliun hingga tahun 2080, yang akan berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi Kepulauan Batam dan wilayah sekitarnya (Setjen DPR RI, 2023). 

Melihat hal ini tentu saja penting untuk melihat permasalahan terkait perlindungan 
hukum yang diberikan terhadap warga Pulau Rempang ini. Bagaimana status negara hukum 
Pancasila diimplementasikan terkait tujuan nya sendiri yang berusaha mengharmoniskan 
kepentingan warga dan kepentingan negara secara seimbang. Ditambah lagi bagaimana status 
perlindungan hukum yang mampu diberikan kepada negara apabila terjadi kasus penggusuran 
paksa semacam ini. Tulisan ini akan berfokus kepada kasus yang sedang terjadi di pulau 
rempang terkait dengan kebijakan relokasi masyarakat setempat oleh pemerintah Kota Batam 
dikarenakan akan dibangunnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 
Batam yang dikenal sebagai Rempang Eco City di Pulau Rempang Kota Batam. Berdasarkan 
latar belakang tersebut diatas yang dikemukakan penulis sebelumnya, timbul pertanyaan yang 
akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini sebagai berikut: Bagaimana status desentralisasi 
Kebijakan terkait Pertanahan di Pulau Rempang, Kota Batam? Bagaimana Tanggung Jawab 
negara terhadap masyarakat yang terdampak relokasi Proyek Rempang Eco City di Pulau 
Rempang, Kota Batam? 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Historis 

(Historical Approach) yang mana dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah terkait 
penerapan kebijakan pemerintah yang diterapkan di Pulau Rempang, Kota Batam itu sendiri, 
yang mana menjadi alasan Pemerintah melakukan relokasi Masyarakat di Pulau Rempang. 
Sehingga nantinya akan dapat diketahui dan disimpulkan kepastian hukum dari pemerintah 
dalam melakukan Tindakan hukum terhadap Masyarakat Pulau Rempang Kota Batam karena 
hak atas tanah yang dijadikan sebagai wilayah untuk Proyek Rempang Eco City. Penelitian ini 
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nantinya juga akan menggunakan Pendekatan Politik Hukum (Legal Policy Approach), yang 
didasarkan pada penelaahan dan pemahaman mengenai persoalan yang terjadi terkait relokasi 
Masyarakat yang terdampak Proyek Rempang EcO City di Pulau Rempang, Kota Batam. Yang 
mana nantinya bertujuan untuk memberikan konsepsi dan pandangan serta pemahaman baru 
kepada Masyarakat baik yang terdampak maupun pembaca lain di seluruh Indonesia, mengenai 
Tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah untuk merelokasi Masyarakat yang terdampak 
Proyek Rempang Eco City. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bernard Tanya bahwa pada 
umumnya politik hukum mencakup tiga ruang lingkup, yakni: tujuan yang hendak dicapai 
melalui hukum, cara atau metode yang tepat guna mencapai tujuan yang dimaksud, dan 
konfigurasi hukum yang efektif mewujudkan tujuan tersebut. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Indonesia adalah negara hukum yang mana pemerintahannya harus dapat memberikan 
jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya. Tidak ada yang salah mengenai segala 
kompensasi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakatnya yang terdampak relokasi 
Proyek Eco City di Pulau Rempang. Agar Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap 
ada, dan sebagai perlindungan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak 
diharapkan Pemerintah dapat menerbitkan aturan atau keputusan yang sedikit banyak berisi 
Hak dan Kewajiban dari sisi Pemerintah terkait dengan Pembangunan Proyek Eco City Pulau 
Rempang dan Hak serta Kewajiban dari sisi masyarakat setempat yang terdampak relokasi 
pelaksanaan oleh pemerintah yang mana bertujuan sebagai Perlindungan Hak untuk 
masyarakat terdampak relokasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah. 
 
Pembahasan 
Status Desentralisasi Kebijakan Pertanahan di Pulau Rempang, Kota Batam 

Kewenangan negara mengenai penguasaan wilayah bumi, wilayah air, dan wilayah ruang 
angkasa serta segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya telah diatur dalam 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini secara filosofis berarti 
kewenangan negara atas sumber daya tanah (agraria) untuk mengatur dan memanfaatkan hak-
hak atas tanah termasuk juga hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Dalam 
penyelenggaraan pemerintah yang demokratis berdasarkan pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan (3) 
kemudian juga didasarkan pada pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa tertib hukum tercipta suatu 
produk peraturan perundang-undangan yang tidak saling bertentangan, secara vertikal 
maupun horizontal, termasuk juga budaya masyarakat yang sesuai dengan hukum yang 
berlaku. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara juga dituntut melakukan penerapan 
hukum yang berorientasi kepada dapat terjaminnya penegakan dan tujuan hukum yakni 
kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. 

Batam merupakan salah satu unik di Indonesia, sebab pada sejarahnya status wilayah 
Batam pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 era Presiden 
Soeharto (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah 
Industri Pulau Batam, 1973) ditetapkan bahwa seluruh wilayah Pulau Batam merupakan 
wilayah Daerah Tingkat I propinsi Riau dan ditetapkan sebagai daerah industri yang mana 
menjadikan seluruh wilayah Pulau Batam merupakan menurut Keputusan Presiden ini 
merupakan lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dan pada saat itu dibentuklah 
Otorita Daerah Industri. Otorita Batam atau Otorita Daerah Industri ini merupakan sebuah 
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Lembaga oleh pemerintah dimana Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan 
pembangunan wilayah Pulau Batam. Tetapi dalam hal pemerintahan, Pemerintahan Kota 
Batam bersifat administratif, dipimpin oleh walikota yang bertanggung jawab secara vertikal 
kepada Gubernur Daerah Tingkat I Riau. Dengan berkembangnya kota batam menjadi sektor 
industri dan pariwisata menjadikan status Kota Batam menjadi Kotamadya. 

Kemudian pada tahun 2007 Lembaga Otorita Batam atau Otorita Daerah Batam sesuai 
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 diganti menjadi Badan 
Pengusahaan (BP) Batam, yang mana menetapkan Kawasan Batam merupakan Kawasan 
perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas dalam jangka waktu selama 70 (tujuh puluh) tahun, 
dimana meliputi Pulau Batam, Tonton, Setokok, Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan 
Galang Baru (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan 
Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, 2007). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, 
maka secara otomatis hak pengelolaan atas tanah yang sebelumnya menjadi Pemerintah Kota 
Batam yang berada di Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas batam beralih dan 
dialihkan kepada Badan Pengusahaan Batam. Dalam hal ini kewenangan yang beralih adalah 
kewenangan menguasai Hak Pengelolaan Lahan di Batam sesuai dengan Keputusan Presiden 
sebelumnya yakni Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 bahwa “seluruh areal tanah 
diserahkan dengan hak pengelolaan kepada BP (Badan Pengusahaan) Batam dan memiliki 
kewenangan atas perencanaan peruntukkan dan penggunaannya”.  

Sebagaimana dijelaskan di dalam bukunya yang berjudul “Teori Hukum Modern” , Munir 
Fuady menjelaskan bahwa ada dua jenis Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah daerah 
administratif dan Pemerintah Daerah Otonomi. Dimana dibentuknya Pemerintah Administratif 
disebabkan oleh Pemerintah Pusat yang tidak mungkin untuk dapat menyelenggarakan 
pemerintahan negara seluruhnya, maka dibentuklah Pemerintah Daerah sebagai 
penyelenggara urusan Pemerintah Pusat di Daerah atas perintah-perintah dan petunjuk-
petunjuk dari Pemerintah Pusat dimana tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif 
(Fuady, 2011). Sistem Pemerintahan Daerah Administratif didasarkan oleh asas dekonsentrasi, 
sedangkan Sistem Pemerintahan Daerah Otonom didasarkan oleh asas desentralisasi (Fuady, 
2011). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 
BP Batam adalah Lembaga nonstruktural yang berbentuk Badan Layanan Umum dimana tujuan 
dasarnya merupakan tujuan ekonomi, tanah sebagai objek dagang yang mudah dikuasai oleh 
yang mempunyai modal sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi penguasaan tanah (BP 
Batam, n.d.). Kewenangan menguasai pertanahan di Kota Batam tersebut diatas tidak sejalan 
dengan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa tanah 
merupakan karunia dari tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan 
tentang tata cara untuk mendapatkan tanah ada bermacam-macam, missal mengajukan 
permohonan kepada negara, jual beli, hibah, tukar menukar, hingga berdasarkan konversi. 

Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam memiliki tujuan yang sama dalam 
mengelola tata kota. Yang menjadi pembeda adalah dalam hal ruang lingkup pekerjaan yang 
membawahi nya. BP (Badan Pengusahaan) Batam memiliki tanggung jawab atas keseluruhan 
lahan yang ada di Kota Batam. Sedangkan Pemerintah Kota Batam berfokus kepada pemenuhan 
kepentingan dan kebutuhan administrasi masyarakat Kota Batam. Akibatnya muncul beberapa 
masalah terutama dalam hal Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang (Dalla & 
Hutabarat, 2018). Sepertinya halnya yang telah dijelaskan sebelumnya, Pada tahun 2001-2002, 
pemerintah memberikan kewenangan Hak Guna Usaha kepada Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan yang mana untuk merencanakan peruntukkan dan pemanfaatannya. Walaupun 
pendaftaran tanah dilakukan melalui Kantor Pertanahan Kota Batam, jika didapat ada lahan 
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atau tanah tidur, BP (Badan Pengusahaan) Batam tetap berhak untuk mengambil alih dan 
menarik lahan atau tanah tersebut. Tetapi dalam hal kewenangan penguasaan pengelolaan 
tanah yang dimiliki Badan Pengusahaan (BP) Batam, batas-batas tanah dan tanah adat milik 
Masyarakat tidak ada diuraikan secara jelas, yang mana pada penerapan aturan nya 
menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah terutama antara Badan Pengusahaan (BP) 
Batam dan Masyarakat adat setempat. 

Hanya terdapat 2 (dua) hak pengelolaan tanah di Kota Batam yakni Hak Guna Bangunan 
dan Hak Pakai. Dalam hal ini maka tidak ada ditemukan Prinsip Perlindungan Hukum untuk 
melindungi penduduk Kota Batam dari kebijakan Pemerintah yang didasarkan pada konsepsi 
atas pembenaran dan preservasi hak asasi manusia dikarenakan Batasan kewajiban pada 
pemerintah dan masyarakat. Jika di kota lain di Indonesia melalui alas hak adat proses untuk 
memperoleh sertifikat dapat dilakukan langsung ke Badan Pertanahan Nasional, tidak 
demikian dengan di Kota Batam, dimana proses pendaftaran tanah harus dilakukan terlebih 
dahulu dengan proses permohonan tanah, dikarenakan kekhususan Kota Batam yang dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tersebut yang menyatakan bahwa 
seluruh tanah yang berada di Kota Batam adalah berbentuk Hak Pengelolaan. Mengenai 
sertifikat Hak Milik di Kota Batam, apabila ditinjau dari peraturannya memang tidak ada Hak 
atas Tanah berupa Hak Milik diatas Hak Pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa di atas tanah Hak Pengelolaan dapat diberikan atau 
dibebankan dengan hak-hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Padahal 
dalam Pasal 1 ayat 98) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
menyatakan bahwa: “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) 
 
Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak relokasi 
Proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam? 

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsep yang berbeda terkait negara hukum 
dengan konsep Rechstaat maupun The rule of law dikarenakan faktor sejarah, posisi pengakuan 
serta perlindungan terkait hak asasi manusia, dan konsep cara melindungi hak asasi manusia. 
Konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila 
(Hadjon, 2011), yang dimana menurut Sudjito bin Atmoredjo Pancasila sebagai dasar hukum di 
Indonesia, terbentuk dari 3 (tiga) perpaduan unsur, yaitu: Pancasila, hukum nasional, dan 
tujuan negara(Atmoredjo, 2009). Dalam makna hukum ini, Pancasila yang menjadi dasar 
pembentukan hukum nasional, dan hukum nasional ini digunakan sebagai instrumen 
pencapaian tujuan negara (Wahyudi, 2009). Melihat hal ini, tentu saja penting melihat 
konsekuensi dari penerapan negara hukum Pancasila tersebut di Indonesia. 

Kepentingan hukum bertujuan mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga 
hukum mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia apa yang 
perlu diatur dan apa yang perlu dilindungi. Dalam hal ini perlindungan hukum harus melihat 
dimulai dari perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan 
hukum yang diberikan oleh masyarakat yang mana hal tersebut merupakan kesepakatan 
masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan 
pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo, 2000). Berkaitan 
dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan pribadi dan masyarakat (umat 
manusia), maka oleh hukum pasti memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Yang mana 
tujuan hukum adalah menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan seimbang dengan 
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mengharapkan bahwa kepentingan umat manusia dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuan 
tersebut, hukum memiliki tugas untuk dapat membagi hak dan kewajiban antar perorangan di 
dalam masyarakat, dapat membagi wewenang, dan dapat mengatur cara dalam memecahkan 
masalah hukum serta dapat memelihara kepastian hukum di dalam masyarakat (Mertokusumo, 
2003). Gustav Radbruch mengatakan bahwa tujuan hukum ada tiga, yakni keadilan, kepastian 
hukum dan kemanfaatan. Sinergi dari tiga hal tersebutlah yang menciptakan hukum yang ideal 
di masyarakat. Hukum akan adil apabila memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum 
akan memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum akan bermanfaat jika adil 
dan memiliki kepastian hukum (Dwisvimiar, 2011). 

Prinsip negara hukum salah satunya adalah asas legalitas (kepastian hukum), yang 
bermakna bahwa segala tindakan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana pada segala Tindakan yang 
dilakukan tersebut mengandung makna kewenangan yang secara tidak langsung 
mengisyaratkan bahwa setiap hak kewenangan selalu diiringi dengan kewajiban pertanggung 
jawaban. Setiap kewenangan pemerintah dalam melakukan tindak hukum selalu pasti akan 
menimbulkan akibat hukum, dikarenakan sejak awal segala Tindakan yang dilakukan 
dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Dalam hal keperluan 
pemerintah untuk merelokasikan masyarakat terdampak proyek Eco City Pulau Rempang, 
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa masyarakat Pulau rempang yang 
terdampak oleh Proyek Eco City akan dialokasikan ke Pulau Galang yang akan dilakukan pada 
28 September 2023. Tetapi untuk sementara ini, hal tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa 
pemerintah akan memberikan waktu lebih untuk mencari titik tengah relokasi yang baik 
terhadap Masyarakat terdampak dan usaha investor juga dapat terlaksana sesuai dengan 
rencana (BBC Indonesia, 2023). 

Dalam hal ini juga dipastikan bahwa dalam merelokasi Masyarakat terdampak, 
pemerintah sebelumnya telah mengakomodasi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh 
masyarakat terdampak. Salah satunya yakni tempat relokasi yang sebelumnya direncanakan di 
Pulau Galang, diganti menjadi Pulau Banon atau Tanjung Banon dimana Pulau Banon tersebut 
hanya berjarak sejauh 3 (tiga) Km dari Pulau Rempang tempat masyarakat terdampak 
sebelumnya (Silaban, 2023). Pemerintah juga memastikan bahwa sebisa mungkin tidak akan 
ada kerugian bagi masyarakat terdampak relokasi. Adapun beberapa bentuk tanggungjawab 
yang dilakukan oleh pemerintah rencananya akan dibuat Tempat Pelanggan Ikan, Sekolah, 
Jalan, Puskesmas, hingga Sanitasi. Pemerintah juga menegaskan akan memberikan kompensasi 
tanah 500 meter persegi dan rumah tipe 45 seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta 
rupiah) kepada setiap kepala keluarga terdampak relokasi yang sudah terdaftar dan bersedia 
untuk direlokasi (Wibowo, 2023). Kompensasi tersebut juga disertai dengan pemberian hak 
milik, bukan hanya Hak Guna Bangunan (HGB) dengan tujuan adanya kepastian hukum bagi 
masyarakat terdampak nantinya terkait dengan hak lahan mereka. Dari hal tersebut, 
diharapkan dalam menjalankan Proyek Eco City Rempang ini, pemerintah dapat menjunjung 
tinggi tujuan hukum, guna terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terkhusus 
bagi masyarakat terdampak relokasi. 
 

KESIMPULAN 
Sebagai tempat rencana pembangunan proyek strategis nasional, Pulau Rempang 

memiliki posisi penting apabila kita hadapkan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana 
salah satu nya ada memajukan kesejahteraan umum. Bahwa dalam tahap pembangunan 
sebagai proyek strategis nasional, perhatian utama diberikan pada komponen ketahanan 
ekonomi yang sangat dirasa penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 
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pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, berbagai jenis pembangunan yang 
dilakukan secara massif oleh pemerintah sering menyebabkan berbagai masalah dalam 
perlindungan hukum. Tulisan ini akan berfokus kepada kasus yang sedang terjadi di pulau 
rempang terkait dengan kebijakan relokasi masyarakat setempat oleh pemerintah Kota Batam 
dikarenakan akan dibangunnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 
Batam yang dikenal sebagai Rempang Eco City di Pulau Rempang Kota Batam. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Historis 
(Historical Approach) yang mana dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah terkait 
penerapan kebijakan pemerintah yang diterapkan di Pulau Rempang, Kota Batam itu sendiri, 
yang mana menjadi alasan Pemerintah melakukan relokasi Masyarakat di Pulau Rempang dan 
menggunakan Pendekatan Politik Hukum (Legal Policy Approach), yang didasarkan pada 
penelaahan dan pemahaman mengenai persoalan yang terjadi terkait relokasi Masyarakat yang 
terdampak Proyek Rempang EcO City di Pulau Rempang, Kota Batam. Yang mana nantinya 
bertujuan untuk memberikan konsepsi dan pandangan serta pemahaman baru kepada 
masyarakat yang terdampak maupun pembaca lain di seluruh Indonesia, terkait tindakan 
hukum yang dilakukan Pemerintah untuk merelokasi Masyarakat yang terdampak Proyek 
Rempang Eco City. 

Indonesia adalah negara hukum yang mana pemerintahannya harus dapat memberikan 
jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya. Tidak ada yang salah mengenai segala 
kompensasi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakatnya yang terdampak relokasi 
Proyek Eco City di Pulau Rempang. Agar Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap 
ada, dan sebagai perlindungan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak 
diharapkan Pemerintah dapat menerbitkan aturan atau keputusan yang sedikit banyak berisi 
Hak dan Kewajiban dari sisi Pemerintah terkait dengan Pembangunan Proyek Eco City Pulau 
Rempang dan Hak serta Kewajiban dari sisi masyarakat setempat yang terdampak relokasi 
pelaksanaan oleh pemerintah yang mana bertujuan sebagai Perlindungan Hak untuk 
masyarakat terdampak relokasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah. 
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